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barh,rya dalarn rangka menunjar:.g kelancaran usaha
masyarakat dalam pengelolaan clan pengusahaan sarang
bunrng wale.t, diwajibkan untuk :melaksanakan perizinan
usiaha agar terselenggara secara ber:kesinambungan ;

barh'ra untulk ketertiban dalam pelaksanaan perizinan
usaha dimaLksud, dipandang trrerlu untuk mengatur
pertuLnjuk pclaksanaan izin usaha pengelolaan dan
penl;usah"u.r' *rrr.tg burung walet di Kabupaten Katingan ;

t"fr.ri" berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pard.a huruf a dan rruruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan
denllan Peraturan Bupati Katingan ;

Undang-unda.ng Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acar.a pidr.rrr. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun
lgS L Nomor 76, Tambahan Lem,baran Negara Republik
Indonesia Nornor 3209);

undang-Undrrng Nomor 5 Tahun I99O tentang Konservasi
Sgrrrbeidaya Aiam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Ncgara Reprublik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
tambarran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

34.1e);

urrdang-undang Nomor 16 Tahun L992 tentang Karantina
Hewan, IkanL aaIl T\rmbuhan (Lr:mbar Negara Republik
Indcnesia Taihun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negtna Republik Indonesia Nomor :\482l-;

Undang-UndLang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan

K.n,irensi Peiserikatan Ban6lsa-Bangsa Mengenai
Keanrekaragarrnan Hayati (Lembr,lran Negara Republik
Indcnesia Terhun L994 Nomor 41 Tambahan Lembaran
Negzra Repul:rlik Indonesia Nomor l]556);

Undang-Undr;mg Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lr:nrbaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor
\er7, Tambahan Lembaran Negarra Republik Indonesia
Norr,:Lor 3888),, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Urrdang Nonnor 19 Tahun 2o\il4 tentang Penetapan
pera.tuian Pexnerintah Pengganti Ur:rdang-Undang Nomor L

2.

5.



Terhun 2oo4l tentang Perubahan Atas Undang-undang
Npnror 4l Tahun lggg tentalg Kehutanan Menjadi

u:ndang-Undang (Lembaran Negnra Republik Indonesia
Terh.un 2oo4 Nomor 86, Tambartran Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aaL2l;

6. Unclang-undiang Nomor 5 ',fahun 2oo2 tentang
Prenrbentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten seruyan,
Katrupaten llukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gurrung Masi, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung
Rala dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lern,baran Negara Republiik Indonesia Tahun 2oo2
Nonior 18, Tambahan lrmbeirran Negara Republik
Irrdr>nesia Nomor 4180) ;

7. Urrdang-Undang Nomor 32 ''llahun 2OO4 tentang
pemerintaha_rr Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Ta.,hun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Repr:rblik Indonesia Nomr()r 4437), sebagaimeu:a
te.tah diubahL beberapa kali, terakhir dengein Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32!::' Tahun 2AO4 tentang
pe,merintahar:r Daerah (Lembal.an Negara Republik
Indcrnesia Tahun 2oo8 Nomor [li, Tambahan Lembaran
Ncgrra Repukrlik Indonesia aSaal;

8. Undlang-Undang Nomor 33 llahun 2oo4 tentang
PerimbanganL Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Perrrerintth"r, Daerah (Lemba:r:an Negara Republik
Ir:rdgnesia Te1hun 2OO4 Nomor L2t5, Tambahan fumbaran
Negara Republik Indonesia Nomor'1438);

g. Urrdang-Undurng Nomor 26 Tahun 2OO7 tentamg Penataa:e

Ruang llemt,aran Negara Republitrr: Indonesia Tahun 2OO7

Non:,oi 68, Taimbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nonror a7251';;

10. undang-Und,erng Nomor 28 Tahurn 2OO9 tentang Pajak
Dae::ah dan lRetribusi Daerah (Ler.[baran Negara Republik
Indonesia Talhun 2oo9 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negua Reputilik Indonesia Nomor I!;O59);

1 1. Undang-Undrmg Nomor 32 ',['ahun 2oo9 tentang
perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lr:rlbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor
iq.O, Tambahan Lembaran Neg,rra republik Indonesia
NcrmLor 4438);;

12. U:nclangrundang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan
(Lenrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nornor
144, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia
Nrcnror 5063);

13. Urrdang-Undzrng Nomor L2 ',fahun 2oL1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran



Negara Republik Indonesia Ta,rLrun 2011 Nomor 82,
Tzrirbahan Lembaran Negara Republik Indorresia Nomor
523+);

14. Perzrturan Pemerintah Nomor 2rl, Tahun 1983 tentang
Kr:sr:hatan M asyarakat veteriner (L.,embaga Negara Rep-ublik

In,donesia Ti*run 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Nr:gara Republik Indonesia Nomor 3253);

15. PereLturan Pemerintah Nomor 2't Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undalg Hukgm Acara Pidana
(Lenrbaran Negara Republik IndonLesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahaun Lembaran Negara R:epublik Indonesia Nomor
3256), sebagaimana telah diuhah dengan Peraturan
Pem:erintah .Nomor 58 Tahun 2Olo tentang Pelaksanaan
Kitab undailg-undang Hukum .Acara Pidana (Lembaran
Negara Repuutit Indonesia Ta-hun 2Alo Nomor 90,
TemLbahan l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor
5rla5);

16. PereLturan FDemerintah Nomor 8 TahUn 1999 tentang
Pemanfaatan Jenis T\rmbuhan dan satwa liar (Lembaran

Negra Republik Indonesia Talhun 1999 Nomor 15,

Ternrbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3tiO'+);

17. Pererturan Pemerintah Nomor 2",7 Tahun L999 tentang
Analisis Menlgenai Dampak Lingkr:.ngan (kmbaran Negara

Rep,ublik Inr:lonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tamba]ran
Ircm.baran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

18. Perarturan Pi:merintah Nomor 8,,1 Tahun 2000 tentang
Karimtina Hr,'wan (Lembaran Ne5rpra Republik Indonesia
TeJrrun 20OCl Nomor 161, Tambr,dran Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4002);

19. PereLturan Pemerintah Nomor 6 Trlhun 2OO7 tentang Tata
Hrntirn dan F\enyusunan Rencana .Pengelolaan Hutan Serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Nergara Republik Indonesia
Terh,un 2oo7' Nomor 165, Tambfihan Lembaran Negara
Rr:publik harlonesia Nomor 45913), sebagaimana telah
aiuUatr dengi:ur Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO8

tentangTata Hutan dan Penyusulnan rencana Pengelolaan

Hurtran sertr:r Pemanfaatan HuLan (kmba-ran Negara

Republik Inclonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesiia Nomor a81a);

20. PertLturan Femerintah Nomor 3{} Tahun 2OO7 tentang
Pem.bagian 'urusan Pemerintaharn Antara Pemerintah,

Pem.erintaha:n Daerah Provinsi da:n Pemerintahan Daerah
Kabupaten/li.ota (Lembaran Negr;rra Republik Indonesia
Terl:un 2oo"l Nomor 82, Tamberhan Lembaran Negara

Rr:publik Indonesia Nomor a7371;



21. Pr:raturan tliaerah Kabupaten KarLingan Nomor 3 Tahun
2008 tentarrg Pembagian urusan Pemerintahan Yang
Mer{adi Kervenangan Pemerintah Kabupaten Katingan
(Lennbaran t)aerah Kabupaten Katingan Nomor 03 Tahun
20o8);

22. Perrturan D,,aerah Kabupaten Kar[ingan Nomor 5 Tahun
2008 tentar]l;g Organisasi dan Tarta Kerja Dinas Daerah
Krebupaten Katingan (Lembarar: Daerah Kabupaten
K:rtingan TahLun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah
d.enlgan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2OLl tentang
O:rgranisasi ,rIan Tata Kerja Dirrtas Daerah Kabupaten
Katingan (I*mbaran Daerah Kabr,rpaten Katingan Tahun
2OIl Nomor l3) ;

23. Perarturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun
2008 tentanSl organisasi dan Tata l(erja Inspektorat, Badan
Pererncanaan Pembangunan Daerlrtr dan Lembaga Teknis
Diaerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah
denl3an Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2071 tentang
orgimisasi di,rn Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lernbaga Teknis Daerah
Kilbupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten
katingan Tah'un 2}ll Nomor 4 );

24. PereLturan Daerah Kabupaten Katingan Nom6r 8 Tahun
20013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan .ii Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2008 };lomor 8);

25. Pererturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun
2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Ter[radu K.rbupaten Katinga.n (Lembaran Daerah
Krrbupaten Xatingan Tatrun 2010 Nomor 1);

26. Perarturan Daerah Kabupaten Kat[ngan Nomor 8 Tahun
2}ll tentan[l Pajak Daerah (Lemtraran Daeratr Kabupaten
Katingan TahLun 2OLl Nomor 8 );

2T.Pereturan Dilerah Kabupaten Katingan Nomor t7 Tahun
2011 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Fengusahaan
serzrng Burung walet (Lembarir.n Daerah Kabupaten
KatinganTahrun 2011 Nomor 17) ;

IIIIEMUTUSKAT{ :

PERAT{.'RAN BIJPATI KATINGAN TENTANG PETUNJUK
PAI,,AKS|ANAAN IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN

PENGUISAHAAN SARANG BURUNG \VALET DI KABUPATEN

KATII{GAN

Menetapkan :



BAB I

I$}TENTUAT{ UMUM

Pasal 1

Dalam lPeraturarrL Bupati ini, yang dirnraksud dengan :

1. PerrLerintahan Daerah adalah penyelenggaraan uru$an
pemLerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut
asla{i otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi selu.,as-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kr:sahran Flepublik Indonesia $ebagaimana dimaksud
dalarrn undar:rg-Undang Dasar Neg;ara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Pem.erintah lDaerah adalah Bupati. dan Perangkat Daerah
se,bergai penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Brapati adalah Bupati Katingan;

4. Deu.an Perwar.kilan Ralqyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPF:D adalah Lembaga Perwakilan Ralryat Daerah sebagai
uns'Llr penyetr.r:nggara Pemerintahan Daerah;

5. Sekretariat :Daerah adalah Sekretzrriat Daerah Kabupaten
Kntingan;

6. Dinas Daerah adalah Dinas Daeratr Kabupaten Katingan;

7. Sahran Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
sl(PD adalah satuan Kerja Peran.gkat Daerah Kabupaten
Katingan;

8. Kepala SKPID Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas
Keh'utanan KabuPaten Katingan;

g. Keprrla SKPD, Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan
Daerah KabuPaten Katingan;

1O. Kepala sKPD Teknis adatah Kepala SKPD yang ditetapkan
sebergai Ang5lota Tim penilai Perizinan usaha Pengelolaan
dern Pengusahaan sarang Burung Walet;

L 1. Unil: Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD) adalah unit
Pelaksanan Teknis Dinas SKPD terkait di Lingkup
Pemerintah BlabuPaten Katingan;

12. Keprala UPTII adalah Kepala Unit Pelaksarla Teknis Dinas
( Iru PTD ) Lirrgkup Kabupaten Katingan;

L3.Inn pengeloJl.aan dan pengusahaeun sarang burung walet
actalah izin yr;urg diberikan oleh Bupati atau pejabat yang



ditunjuk kelrada setiap orang atau badan untuk dapat
mela.lukan Llegiatan pengelolaan rlan pengusahaan sarang

burrrng walet;

14. Pelaksanaan Perizinan ada-lah terselenggaranya perizinan
y€mll diberikran kePada orang
usatla untull melaksanakan
penlgusahaart sarang burung
Katingan;

perorangarr dan atau badan
Izin usaha pengelolaan dan
walet di Wilayah KabuPaten

15. Burung walet adalah satwa liar yang tidak dilindungi, yang

ternraJuk dalam marga termasuk marga Collocalia yaitu :

cgIl<rcalia fiuchiaphaga, collocal.ia maxima, collocalia
esictilenta, d€tn collocalia linchi;

16. SzyeLng Burur:ng walet adalah hasil produksi burung walet
yBmll -berfun,gsi sebagai tempat untuk bersarang dan
bertelur serta menetaskan anakan burung walet;

17. PenlSelolaan {iiarang Burung Wa1et urdalah upaya pembineran

frerUlLtat dan popul,asi serta pema::ilaatan bururng walet di
hiibirtat alami'maupun habitat buz,r.tan agar dapat bernilai
ekonomis apri:rbila dikelola secara b,r*rkesinambungan;

L8. PenlJusahaan Sarang Burung \I/alet adalah kegiatan
pe,n1larnbilan sarang burung walet di habitat alami dan
-fraUl,tat buatan sebagai salah satu bentuk kegiatan
pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian habitat
populasi bu,rung walet agas dap,at diusahakan sebagai

".*,b"t 
peninrgkatan ekonomi masyarakat;

19. Pe$ak Daera-h yang selanjutnya disebrrt pzljak adalah
kc,-nt:ribusi w:1jib kepada daerah ya;ng terhutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat. memaksa berdasarkan
t}:dang-undftng dengan tidak mendapatkan imbalart

"e"rr" 
1^rrg*,r.rg dan digunakan untuk keperluan daerah

bergi sebesar-lbesarnya kemakmuran ralqTat;

20.Pe:nilaian izitt. usaha walet adalah kegiatan penilaian yang

dilalrukan oil.eh SKPD teknis untrrk menilai tztn usaha
pen13elolaan r:lan pengusahaan sariEulg bUrung walet sesuai

ketentuan yarng ditetaPkan;

2l.Ti:.m penilai izin usaha adalah SKPID teknis yang ditetapkan
deilam perattrran ini untuk melaksianakan tugas penilaian
seca.ra ad.mirristratif dan fisik laparlgan terhadap kelayakan
r:saha pemanfaatan sa-rang burungl walet;

22.Petjak saranlr; Burung walet ada,liah pajak atas kegiatan
pe,n1;ambilan dan atau pengusahanln sarang burung walet;

23. WajiLb Pajak adalah orarlg Pribacli atau Badan, meliputi
pembayar pqiak, pemotongan pajal<, pemungutan pajak



yErng memprxnyai hak dan kewa$iban perpajakan -sesuai
i,rr[* ketentuan Peraturan Pemndang-Undangan
Pe4lqjakan l)aerah;

24. Penrbayaran Pajak sarang []urung walet adalah
peurbayaran otltr wajib pajak kepa{a daera}r untuk
fug1,nut *t tragr sumber pendapatan daerah dari pajak

dae:rah;

25. penlgambilan/Pemanenan sarang Burung- walet adalah
kegilatan me:irgambil sarang burung walet dengan metoda
atant cara pemanenan yang ElelDPefhatikan kelestarian
bur,ung walet[;

26.panen rafilpasan adalah pemanenan sarang burung walet
y€u113 dilakukan saat sarang burung walet telah sempu'rna

dan belum berisi telur;

27.Panen tetesan adalah pemanenan sarang bumng walet
yantg dilakul<an setelah telur burung walet menetas dan
Lr"[ burung walet sudah bisa terbarrg dan mandiri ;

2g. Mas,a panefl adalah masa waktu pengambilan sarang

burrrng walet sesuai jenis sarang yang dipanen untuk
diarnbil dan rlimanfaatkan oleh pernilik izin usaha;

29. Penrrtausaha.ia.n sarang burung walet adalah kegiatan
penr:atatan terhadap hasil pemanenan saraflg burung walet
tzrili: yang brerada di habitat alan:ri maupun buatan yang

meu,plti 
-ke1#atan pemanenan, pengangkutan/peredararr

dan pelaporan ;

3O. Habitat Alar:ni Burung walet adalah Goa-goa alam, tebing
atanr lereng bukit yang curaln beserta lingkungann-ya
seb*gai teripat burung *alet hidqp dan berkembang biak
sece,ra alami., baik yang berada datam kawasan hutan
mattpun diluiar kawasan hutan;

31. Hrabitat Buallan Burung Walet adalah bangunan yang

dibuat oleh orang perseorangan al,au badan usaha sebagai

tempat bururrg walet hidup dan berkembang biak;

32. Pemrbinaan ardalah bentuk kegiatnn yang dilakukal oleh

Pemrerintah Daerah dalam mengau/asi pengusahaan sarang

brrnrng wa}:t dengan tujuan agar tetap terpelihara
kesr:hatag te:mpat r..Jrh", lingkungan, kelestarian populasi

dan hasil panen sarang burtrng walet;

33. Perrrbinaan Iitabitat Alami adalah lsegiatan yang dilakukan
denlSan me4jaga keutuhan dan kelestarian linglnrngan

tem"pat burr1rr[ walet bersarang dan berkembang biak

sec€ra alami;



34. R:nrbinaan habitat Buatan adalah kegiatan yarlg dilakukan
oleLr pemilik bangunan sarang burung walet dengan
rnerrgatur warktu panen rarnpasan dan tetesan agar bumng
wah:t dapat loerkembang biak secalra berkesinambungan;

35. Perrrbinaan [)opulasi adalah kegiatt:rn yang dilalrukan untuk
m.erfaga dan memulihkan populasi burung walet menuju
kearlaan seirnbang dengan daya dukung tempat bersarang
dan berkemllrang biak agar populasinya tidak cenderung
merruru.n ataiu habis;

36. Lokasi ada}ah suatu kawasan tiempat tertentu dimana
terdapat sarang burung walet braik pada habitat alami
marrpun dil.uar habitat alami yffiig diusahakan oleh
manrusia ber:upa rumah, bangunan dan tempat lainnya
y€ullg dipergrnakan untuk pemetriharaan sarang burung
wallet;

37. Goa Sarang Burung Walet adalah tempat sarang burung
wallet di hab:itat alami dalam kawasan hutan;

38. I(rrrlasan Konservasi adalah kawasan yang dilindungi atau
dilestarikan;

39. Karn'asan Hutan Negara adalah trrawasan hutan lindung,
hutan produksi, kawasan suaket alam dan pelestarian
al,ar::;

4O. Pemreriksaan adatah serangkaian kegiatan untuk mencari,
merrgumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan
lain.nya dala:m rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
k:wajiban terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

41. Sunrt Angkrrtan Tumbuhan datr Satwa (SATS) adalah
dokumen angkutan/peredaran yeng menyertai hasil panen
sa.r€mg bururrrg walet sebagai legalitas syahnya angkutan
sar€mg bunrng walet di scluruh wilayah Republik
In.donesia;

42.Pen.pdik aderlah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
atau Pejabat Pegawai Negari Sipit {PPNS) tertentu yang
diberri wewenang 'khusus oleh Undang-Undang untuk
mel rkukan F',enyidikan ;

43. Surat Pemberitahuan Pajak Da,erah, yang selanjufirya
disi:rgkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digtrnakan untuk melaporkan penghitungan danlatau
harla dan k,ewajiban sesuai dengpan ketentuan peraturan
penrndang-r*ndangan perpajakan claerah ;

44. Surrat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya dlisingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan



pajtrk yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak'

j**i* t i"<tit pajak, jumlah L:ekurangan pembayaran

pokok, U""**y* "*"i"i 
adminislratif' dan jumlah pAiak

yaniS masih harus dibaYar;

45. Surrat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tarrrbahan'
-';& sehnjutnya ai singkat SKPDKBT, adalah surat

kete:tapanp€{akyangmenentukalrtambahanatasjumlah
pdeLk Yang telah ditetaPkan;

46. Setoran Pqiuk Daerah yang selanjutnya disebut ssPD

a6atah surat tanda bukti *"iorat pajak yang dibayar oleh

w,4jib pajak.

BAB II

RUAT{G LINGKUP

Pasd 2

Ruang itingkup pelaksanaan perizinan usaha pengelolaan dan

p""grit,.t I*- ",o.t 
g burung walet adalah ketentuan

i"toi*fr* izin usahi pelakstnaa" iizin usaha' pembalraral

p.j"k clan pena'tausahaan sarang burung walet di Wilayah

Kabupa.ten Katirrgan.

BAB III

PERIZINAN USAIIA
SAIRAI{G BURUNG WALII,T

Pasal 3

Perniberian perizinan usaha sar€mg burung walet

diterapkan brsrada di :

a. Habitat alami; dan
b. Habitat buatan.

P<>irzinanusaha sebagaimana pada ayat (l) huruf a'

beretda Pada. :

a. Kawasan Hutan Negara;
b. Kawasan Konservasi; dan
c. Gua alam dan/atau diluar kawasan yang tidak

dibebani hak milik perorangatl dan/atau adat'

Perizinan usaha sebagaimana pada pada ayat (1) huruf b'
berztda pada :

a. Pada bau:gunan; dan
b. Pada Rrrmah/Gedung tertenh*'

(1)

(2)

(3)



Pasal 4

Setiap usaha pengeIolaa,, dryt pengu:{aan sarang burung

*"f"iyr*g Ueraaa f,i ft*Uit"t atami dan habitat buatan, wajib

*"ng*"J irit usaha yang ditetapkan Bgnati berdasarkan

Keteitr.:.an Perunrdang-Undangan yang berlaku ;

BAB TV

TATACIARAPEIIILITIANIZINUSAIIAPENGELoLAAN
DAT{ PEI{GUSAIIAAN SARAIIG BUITUNG UIALEtr

Pasal 5

(1) penilaian permohonan izin usaha pengelolaan {"1
pengusahaanL Sarang Burung walet dilakukan setelah

ii*rlr*"i secara administratif oleh Dinas Ketrutanan dan

kele:ngkapan persyaratan admin.istrasi telah memenuhi
ketentuan yang ditetapkan pada Pasal 8 ayat (21

pera.turan Dr:rerih Kabupaten Katingan Nomor 17 Tahun
2CIL.L ;

(2}Kelengkapanad,ministrasisebagai.manapadaayat(11,-' ' selarnjitoya r:mtuk dibahas dan dinilai secara koordinatif
de,n15in tim pr:nilai yang ditetapkan oleh Bupati ;

(3) Tirne penilaia:r yang ditetapkan Burpati sebagaimana pada

ayat [2) terdir::i'dari unsur SKPD teknis, meliputi :

;. bit au Kehutanan Kabupaten }htingan'
b. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan'

Dinas Kr:,sehatan Kabupaten K,atingan.
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan'
Dinas Pertanian Kabupaten lftrtingan'
Kantor l?elayanan Perizinan satu Pinhr Kabupaten
Katingar:..
Dinas Pt,:ndapatan Daerah Katupaten Katingan'
Camat s,etemPat.
Lurah/ Xiepala Desa SetemPat.

(4) Ti:m penilai nremiliki tugas, meliputi ;

a. Melaksanakan penelitian permohonan yang telah
rnemenuLhi kelengkapall administrasi pada rencana
lokasi izin usaha pengelollaan dan pengusahaan

sarang h,urung walet baik di habitat alami maupun
habitat b,uatan ;

b. Melaksanakan penelitian terlradap keabsahan syarat-
syarat permohonan yang sudah disampaikan dengan
kondisi dan situasi dilaPangan ;

c. Mengkaji secara teknis terhadap tekstur tanah,

strulitui bangunan dan ketinggian bangunan,
ketahanan bangunan, jarak trangunan dari sempadan
jalan/suingai maupun jarak bangunan dengan

c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.



pemukirrnan masyarakat., -ryo*{ ibadah, perkantoran
pemerinLtah, sarana pendidika-n dan sarana umum'
'lvlengkaji secara tLknis daLmpak pe,izina', usaha

J""g;o kondisi lingkungan se,kitar, sanitasi/ drainase

ii"sfrr,tl*, keamanan/ gangluan lingkungan, tingkat
p"it"*ir""gbiakan satwa, 1;eknik pemanenan dan

pengusarh^i"rrrryr",kebersihan,/ kesehatan masyarakat

sekilar 6an kesenjangan sor:iial budaya masyarakat
sekitar ;

Melakulcan evaluasi terhadzrp kajian teknis yang

diperoleh di lapangan dari dampak Yang - 
akan

aitimuuttan baik dari aspek lkenyamalan, keindahan,
kesehatan, keamanan/gangglran lingkungan maupun
sosial br,rdaya masyarakat setempat ;

Membuat rekomendasi hasi.l evaluasi untuk bahan
pertimbrangan pemberian izin usaha ;

Pasal 6

(1) Sr:lsdn melal<sanakan penilaian administrasi, tim dapat

mela.kukan penilaian lapangan apabila diperh$3n .a:F
lebih lanjut ,mengenai t<onaiJi rencana usulan lokasi izin

usaha. dan hasiYl penilaian tim dituangkan da1a6 Berita

Ar:ara Penilaian yans ditanda tangani secara kolektif;

tzl Berita Acar.a Penilaian dimaksud sebagai bahart\-' 
pertimbanga:n Kepala Dinas Kehutanan datam mengajukan
plofiespenetapanlzioUsahaPengelolaandan
b*.r1gu""h"an Sarang Bunrng lValet kepada Bupati
I*rtingani

(3) Terter waktu proses pemberian izin usaha dan masa berlaku

izjin usah" di.*t,,, a*"* ketentuan yang ditetapkan.

BAB V

o:&rEK IPAJAII, / DASAR PTITGENAAII PA",AK, TAIIIF Pl"illiK'
SIIAT TEIRITUT|i{G PA^1AK, cAnA PERTSTTUI{GAIS PA^'AK DAr{

I'EMBAYAtrIIAISPA*,AKSARANG]EIURUNGwALEf

Pasal 7

(1) Objr:k pajak sarang burung wallt dipungut dari hasil
'-' p*rr1g"*Uiian,/pemanenan sirang burung walet pada izan'

usalha yang diberikan kepadla orang perseorangan

mattpun Uaclan hukum selaku wajib paiak ;

(21 Objr:k pajak sebagaimana dimakri;ud pada aya! (1] tidak
Uerfafcu 6agi pen"gambilan sarar:rg burung wale! berasal

dari habitJ "rimi dan sebelumnya telah diberikan izin
usalha dari Dinas Kehutanan serta telah dikenakan

Pen,erimaan lNegara Bukan P4iak (PNBP) ;

d,,



(1)

(21

Pasal 8

{1) Dasar pengenirar} pajak sarang burung walet diperoleh dari

nilai.iual sarang burung walet ;

(2}Nilaijualseb;argaimanapadaayat(1.)dihitrrngberdasarkan
per.kalian antaia harga p.* umulrn dengan jumlatr volume

"*'-rg 
burun6l walet Yang diPanen;

(3)Hargrpasarumumsarangburungwaletditetapkarroleh'-' brpZ.ti Katingan berdasarkan usulan dari hasil sufl/ey

har:gzryangdilaksanakanolehDinasPerindustrian,
Perd:rgangan, Koperasi dan UKM Kahupaten Katingan ;

(4}Harglpasarumumdievaluasidl:urditetapkansetiap6
(enarn fUrtan sekali oleh BuPati '

Pasal 9

Tar{fpajaksi'trangburungwalet<litetapkansebesar5o/o
(ii"i; -p6r"""t dari harga pasaran umum yang ditetapkan

pacla Pasal 8 atYat (3) ;

Besa:ran pokok pajak sarang burumg walet yang terhutan-g

;thilr"g sebalSai-di-sar Pengenaan Pajak yaitu = Tarif 5 o/o X

Nit,ti ;u-al yan;g ditetapkan X Volume (Kg) '

Pasal 1O

(1) Pajali: sar€Lng burung walet merupakan jenis p4iak yang

besa:.an pe,;k terhulangnya ditet*pkan sendiri oleh wajib

pajali:;

(2) Masa Pajak sarang burung rvalc!.- Y*S ditetadq3
setqlaim."" ai*"tsrld pada ayat (11 dilakukan oleh wajib

p":d, setiap saat disepakatinya penjualan sarang burung

,".1"t dalam rrlasa waktu 1 (satu) tal:un ;

(3) Setiap pelaponan Paj-ak oleh wajib pajak sebagaimana ayat
\-'(1)dan"V"t(2)^dilaporkandLnganmenggunakanSurat

iemtrcritahuan Pajak Daerah (SP[PD) ;

(4) Ber:dasarkan SPTPD, wajib pajak membayar paja!-te11tang

sararlg Urt""g 
- -walet - p"d- Kasi Daerah ( PT' Butk

Perntrangurru'* 
"Xult"ng ) atau Bendahara Penerima pada

Dirrars PJndapa'tan Daerah Kabupate:n Katingan'

Pasal 11

Saat terlutang p'Uak adalah pada saat. disepakatinya transaksi/
jual beli sarang b'urrung walet' -



BAB VI

SUITAT PEITflBERITAIIUAT{ PA'IAIII DAN

ifATA CARA PEIrETAPAN PA^,[I-(

Pasal 12

(1) Setiap Wajib Paqiak wajib mengisi SPTPD;

{21 SPTPDT sebagairmana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi\-' 
d.rg*,, j"h;;-l;;nar dan lengkap serta ditandatangani oleh

Wajib Pajak ata'u kuasanya;

(3) SPTPDT sebagerimana dimaksud ctalam ayat (2) - hams1-' 
disa;mpaikan filepada Bupati mek,rlui Dinas Pendapatan

o""r,i, paling luna Z (tujuh) hari sejr,k saat terhutang pajak;

(4) SPTIIDT sebagaimana dimaksud c!'alam ayat (3) -hatrs' disamlraikan setiap saat terhutang pajak' dengan

penmlrrkan :

;. lrenrbar ke 1 untuk Bank/tempat pembayaran

b. lrenrbar ke lil untuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Ihtingan.
c. lenrbar ke 3 untuk Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan

d. l,enrbar ke 4 untuk arsip wajib bayar;

(5) Bentrrl< SPTPD tercantum dalam Larnpiran I Peraturan Bupati

ini.

Pasal 13

Apabil,a SPTPD, tidak disampaikan sebagaimana dimaksud

ilda pasal l2:" ayat (1) *"k" Dir.ras pendapatan Daerah

menerbitkan STPD;

Apabila berdasarkan hasil pemerikserran atau keterangan lain

sirrpe sebagairnana pada Pasal 72 ayat (2) ti.dak disampaikan

,"""r" benir, ielas dan lengkap nraka Dinas Pendapatan

Daerah menerbitkan STPD;

Sebergrimana dlimaksud pada ayat (1) d'an ayat (2) sebelum

diter.bitkan sTIrD terlebih dahuiu Di.nas Pendapatan Daerah

berk.oc,rdinasi d.engan Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan;

Jumlah Pajak'l'erhutang dalary STPD sebagaimana dimaksud

p"aii ,iy"t"(r) ,C^r, *y*t (2) .adalah iumlah -pajak 
Terhutang

berdasrarkan ltrasil 
" pemeriksaan atau keterangan lain

dita-rntrah dendil administrasi sebesatr 25 % (dua puluh lima

BuPati. ini.

(1)

(2)

(3)

(4)



Pasal 14

(1li Berclarsarkan s'IPD sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 13, 
ayat (12), Bupafi atau Peiabat Yang Berwenang menetapkart

Pajak''Ierhutlng dengan menerbitkan SKPD ;

(2\ Apaloila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidakL 
*i*r, kurang dibayaisetelah lewat waktu paling lama 30 (tiga

pulurh) h; ".3rt sKpD diterirna, dikenakan sanksi

administrasi beru-pa bunga sebesar 2 o/o {dua persen) sebulan
dan ditagih denrgan menerbitkan STPD;

(3) Benltu:k Format SKPD tercantum pada Lampiran III Peraturart

Bup,atri ini.

BAB VII

T,ATA CARA PEMBAYARAN DAI{ TATA CARA
:PENAGIIIATI PA.IAI(

Pasal 15

pembaLyaran pa.iak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain

yan6l d.itunjuk oleh Bupati dengan me:'nggunakan SSPD;

Apabila pembayaran dilakukan diter:npat lain yang ditunjuk,

hasit penerimr;ran pqiak harus d[setor ke Kas Daerah

sela:mbat - lamlbatnya 1 (satu) hari kerja'

Pasal 16

Tantrgal jatuh tr:mpo pembayaran dan penyetoran pajak yang

t"rt it^,,g ditre:ntukan 3 (tiga) hrari kerja sejak saat

terh'utangnYa Prljak;

SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembr:tulan, Surat Keputulal
Keberrrtan, dan Puhrsan Banding yang menyebabkan jumlah

Pajak Terirutzurg bertambah, meru.pakan -dasar 
penagihan

pajat dan han,.J dilrrr"si dalam jane"{<a waktu paling lama 1

i""tr) bulan sejrak tanggal diterbitkan;

Bupatl atau Pe.iabat yang berwenang atas permohonan wajib
p":*t setelah niremenuhipetsyaratan yang ditentukan, dapat

menrb,erikan persetujuan Lepada Wajib Pajak unflrk
mengangsur artau menunda pembayaran 

- 
pljak' deneart p

dikeiekan bunga sebesar 2 o/o (d',,a pt::rsen) sebulan. L

(1)

{21

(1)

(21

(3),



(1)

(21

Pasd 17

Se,tiap pembayaran pajak yang ditetapka::r oleh wajib Pajak harus

dillakukarn sekaligus atau lunas.

Pasal 18

Se,tiap permbayaran pajak wajib diberikan tanda bukti pembayaran

dari tempal pembay,aran atau pada Bank yang ditetapkan dicatat

dalam birku-peneri-rnaan sebagai setoran penerimaan Pendapatart

Asli Daeratr (PAD).

Pasal 19

Surert Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang

sejenisr sJuagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak

ditelu,erkanT Grrjrrft) hari sejak jatuh tempo pembayaran;

Da]armjangkawaktuT(tujuh}ha]:isetelahtanggalSqat
i"g"rr* "tI,, 

liurat Peringaian atau surat lain yang sejenis,

WaiiU Pqiak harus melunasi Pajak Terhutang;

surert,Ieguran, surat Peringatan atam surat lain yang sejenis,

."Ur,gr,irri"*a d:imat<sud *y"t 1t1 dite:rbitkag oleh Bupati atau

Pejabat yang berwenang.

Pasal 2O

Apabil,a jumlalir pajak Iang masih harus dibayar ti+"k
iit*,r""i a"U* iangla wattu- ss[agaimana ditent,kan dalam

Surert Teguran atair Surat Peringatetn atau Surat lain yang

"".;"irir', 
jirmlah pajak yarrg harus dibayar ditagih dengan

Surat.Paksa;

Bupratjr menerbirtkan Surat Paksa seg(3ra setelatr lewat 21 (dua

illrn satu) h*ri sejak tanggal surat teguran atau sr-lrat

peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan'

Pasal 21

pajak,Ierhutan.g berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan
pe"mbetglan, Silrat Keputusan Kerberatan, dern Putusal
Bancling yang 'tidak kuiang dibayar oleh wlib pqiak pada

wakrtu:nla dapar: ditagih dengan dengrrm Surat P{:."i , - 0
Penegihan pariak dengan surat paksa dilaksanaxan 4
berdisrarkan Penaturan Perundang -IJndangan'

(3)

(1)

(2)

(1)

(21



(1)

BAB VIII

Mrl,S,A WAKTII PENGAIIIBILAI{ / PIIMAilENAI{
SARAITG BURUNG UIALET

Pasal 22

untrrk bangunle.n walet yang sudah ada sebelum ditetapnya
p"r"t rurt " l"i dan ielah melakukan pengambilan

lp"r.nrrr"rr*r, sarang burung w3let pada izin usaha yang

hi"t"f,t"" wajib il"l"porkrl hasil pemanenannya sebagai

a""ar' perhituflgan uendiri pajak ta:rhutang sebagaimana

diahrr dalam Par.sal 1O Peraturart ini;

unhlk bangunriur walet yang sudah. ada dan belum pernah

dilal,nrkan pafren narnun memiliki tingkat populasi

p"rt"rru""guirt."n burung.walet yaug diperkirakan sudah

memurngkinkan. untuk ai panen setelah izin usatra

ait"i"e,fi"", diberikan paling lama selama 1 (satu) tahun

;t*k melaportrr:an hasil panennya sehagai dasar perhitungart

pajak lerhutangi sesuai ketentuan ;

Hasil pengamb,ilan/pemanenan saratng burung walet -oleh
p"*nifi iiin ursaha- selaku wajib Pajak . 

sebagai dasar

meqghitung, rnenyetor dan melapor:kan pqiak terhutang

kepadzr daerah rsiesuai ketentuan ;

Pasal 23

Cara pengambilan/pemanenan sarang burung walet

dilakul<an derrgat cara panen tetasem dan panen rampasan

denggn tetap m,emperhatikan keleseteriannya ;

pangarnbilan/pemanenan sarang br-rrung- walet dengan cara

teteJal untuk- l;ahun 1 (pertama) sampai tatrun ke 2 (dua),

*"iit dilakukarn minimal 1 (satu) kali dalam setahun, dengan

mJmpt,rhatikan jumlah populasi burung walet yang

bersartmg ;

PanS;arnbilan/p,emanenarr sarang burung yalet dengan cara

,"*li",trtt untutk tahun 3 (ketiga) setg{r P1t"' tetesan'

*eiii, dilakukan minimal 4 (empqt). kati dalam setahun

dengar, tetap memperhatikan jumlah hasil panen yang

dilaporkan Pemilik izin usaha ;

pelaksanaan pemanenan sebagaimar:la dimaksud pada ayat

(3)dan.(4),untrrrkmelindungiperturrbuhanpopulasiburung
walelt ,Can jumlah hasil panen saftmg burung walet y"ngf
diusal:akan oteh, pe*ifif. izin usaha' L

(2)

(3)

(1)

(21

(3)

{41



(1)

(21

(3)

(4)

BAB f,T

T/ITA CARA PENATAUSA}IAAN SITRANG
EIURUNG UTALEI

Pasal 24

Pelaksanaan penatausahaan sarang burung walet wajib
dilalrukan setel.ah pengambilan/pemflIler&Il oleh pemilik izll;r

usaha sarang hrurung walet ;

Pemegang izin usaha sarang buru:ng walet berhak untuk
merrla:len sar€uxg burung walet dan n:remanfaatkannya ;

Untuk memberiLkan hak private (pribadi) kepada pemilik izin
usaha sebag:Limana ayat (1), pex.raksanaan pemanen€rn

dilalulkan seniliri oleh pemilik izin sebagai bahan laporan
perhittrngan serrdiri pajak terhutang ;;

Perhittrngan vr:rlume jumlah sarang bunrng walet yarlg
dipainen menggunakan satuan Kilogr'am (Kg) ;

Pasd 25

BuLkti lunasi pembayaran pqiak sar€Lng waLlet, sebagai dasar untuk
proses prerrerbitan dokumen pengangkutan/peredaran sarang

t *rg *'*trt dari lol<asi pemanenan ke ternpat pen€unpungan dan

ateiu dari tempat perrampungan ke tempat lain di dalam negeri ;

{1)

(2t

Pasal 26

Dalam pengan6lkutan/peredaran sa-l'ang burung walet wajib
disertai aengar, .Dokumen surat Angkutan Tumbuhan dan
satwa Dalam Nr::geri (sATw-DN) yang diterbitkan oleh Pejabat

SKPD Dinas Kel:rutanan Kabupaten Katingan ;

Dokufiren anglrutan sebagaimana prada ayat (1) berlaku
untuk wilayah Indonesia , dapat di sediakan dan didistribusi
oleh Bzrlai kons.rrra"i Sumber Daya Alerm (BKSDA) Kalimantan
Tangatr sesuai pefinohonan dari Kepala Dinas Kehutanan dan
atau dapat di cetak oleh Pemerintah lKabupaten Katingan Cq.

Dinas l(ehutana'n Kabupaten Katingar:r ;

Untuk pengang:kutan hasil pemaneni:tn sarang burung walet
ke luar negeri nrenggunakan surat Angkutan T\rmbuhan dan
satwa Luar Negeri (sATw-LN), tata. cara pelaksanaaanya{
diaturr riengan ketentuan yang berlakrr ; l-

(3)



Pasal 27

Penggunrran dokumen anglnrtan/peredaran :arang burung walet

se'bagaim.ana pada lPasal i5, .rrt t rk memberikan legalital hulnrm

k;p;e; ponitik izin usaha yang telah membayar pajak sesuai

ketentua:n :rang berlraku ;

BAB X

P,EMBINIA.AN,PEITGAWASAN,DAI{PEIIGENDALIAN

Pasal 28

(1) Dinas Kehutanran Kabupaten Katingan dan SKPD terkaitr-' 
pada Tim per:rilai diberi kewenangan untuk melaksanakan

inver:&ri"u."i du* pemetaan lokasi pengembangan izin usaha

penglel'olaan dan pengusahaan sarang burung walet yang

Lehm dan Yang sudah dimanfaatkan ;

(2lUnttrkkepentinganpengawasandanpengendaliankeplda
orang atau taaan 

-yang telah d.iberikan win usaha,

diwafibkan memberikan kesempatan -kepada 
petu:gas yang

diberi kewenanLgan untuk mengadakan pemeriksaan -dan
penelitian yar,} bersifat adminisrtratif maupun teknis

operasional.

Pasal 29

(1) Bupati Katinga:rr melakylakan pembinaan, penga\Masan dan\-' 
pengerrdaliariterhadap izin usaha sarang bun-rng walet yang

L"t"Au. di wilayaLh Kabupaten Katingan ;

(21 Keparla Dinas X,rshutanan Kabupaten Katingan melaksanakan
pemlbirraan darl Pengawasan
penatausahaan sarang burung
Katingan;

pelal<sanaan Perizinan dan
walel, di WilaYah KabuPaten

(3) KepaLla SKPD terkait yang ditetapkan pada Pasal 5 ayat (3)1-' 
vrrg, tr:rgabung dalamTim penilai, n:r,elaksanakan pembinaan
-d"',- p.nga*a"n,n sesuai tugas, funglsi dan wewenallg yang

mele*Lt izin us,,aha di Wilayah Kabul:raten Katingan ;

(41 Kepeia Unit Pelaksanan Teknis DinaLs SKPD melaksan**g
pengp\vasan seriuai wewenang yang diberikan ; L

.\

I



(1)

{21

(3)

l4l

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 3O

Setiap pemegan g tzin usaha, wajib melaporkan perkembangan

usaha 
-p.t 

g"loL,aatt aan pengusahaan Sarang burung wtrlet

keperda Bupati dengan tembusan kepada Kepala finas
KJhgtanan,- Drinas Pendapatan Daerah dan Kepala Kantor
Pelalpanan Periz;inan Satu pintu setiap bulan ;

Kepala Dinas Pr:nd.apatan Daerah Kabupaten Katingan, wqiib
*"rryu*paikan laporan penyampaialr. SPTPD dan STPD dart
realilasi pembayaran pajak terhutangl sarang burung walet

dari Wajib pajak kepada Bupati Katingan dengan tembusan
Kepada Kepala.Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan ;

Keparla Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan, wajib
menrampaikan laporan bulanan pernrembangan pelaksanaan
perizinan usaha yang produktif dan pelaksanaan
pena.tausahaan sarang burung walet kepada Bupati Katingan
i"rrg,.n tembusan Kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah
dan BIISDA Kalimantan Tengah ;

Kepala LIPTD S}KPD terkait, wajib menyampaikan laporan
peikenrbangan perizinan usaha setiap bulannya diwilayah
kerjauelra kepada kepala SKPD selaku atasan langsung ;

BAB XII

SANKSI

Pasal 31

Pel.anggarart hukum terhadap ketentuan pidana dan admnistratif
oleh femegang izin usaha pengelolaan dian pengusahaalr sarang

burung walet dapat. dikenakan sesuai rlengan peraturan yang

ber:laku ;

BAB XIII

Kgf II!}NTUAT{ PENUTTIP

Pasal 32

Peraturan Elupati ini mulai berlaku pada tranggal diundangkan.



Agar setirap orang daplt mengetatruinya' memerintahkan
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